
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.498, 2018 KEMENDAGRI. Peningkatan Kualitas Layanan 

Administrasi Kependudukan. 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kepemilikan identitas penduduk 

bagi setiap penduduk melalui penerbitan dokumen 

kependudukan secara cepat dan tepat, perlu dilakukan 

peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475); 
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  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916) 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 265 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5373); 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada 

Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi 

Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1799); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan 

Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, 

Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi 
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Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.   

3. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen Resmi yang 

diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai 

kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 

dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

4. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah 

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, 

susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas 

anggota keluarga. 

5. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

disebut KTP-el, adalah identitas resmi Penduduk sebagai 

bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang 

berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Pasal 2  

(1) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 

dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota. 

(2) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola. 

(3) Layanan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dalam bentuk paket layanan paling sedikit: 

a. Akta Kelahiran, KK dan Kartu Identitas Anak; 

b. Akta Kematian, KK dan KTP-el dengan status cerai mati; 

dan 

c. Akta Perkawinan, KK dan KTP-el dengan perubahan 

status perkawinan. 
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